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Mengingat. ... 

BUPATI BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 
2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan 
dimaksud; 

b. bahwa untuk kepastian hukum serta meningkatkan 
pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Peraturan 
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dipandang perlu untuk 
dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Belitung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 7 

TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA 

BUPATIBELITUNG 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

[ SALINAN l 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nornor 4 Tahun 1956 (Lernbaran­ 

Negara Tahun 1956 Nornor 55), Undang-Undang Darurat 

Nornor 5 Tahun 1956 (Lernbaran-Negara Tahun 1956 

Nornor 56) dan Undang-Undang Darurat Nornor 6 Tahun 

1956 (Lernbaran-Negara Tahun 1956 Nornor 57) tentang 

Pernbentukan Daerah Tingkat II Terrnasuk Kotapraja, 

Dalarn Lingkungan Daerah Tingkat I Surnatera Selatan, 

Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 1821); 

3. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2000 tentang 

Pernbentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 

21 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4033); 

4. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 

7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 5495); 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagairnana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah 

Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nornor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Mengingat 
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Pasal .... 

Pasal 2 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sebelum 

Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui keberadaannya 

sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

undangan. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 7 

TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI 

DESA. 

PENCABUTAN TENT ANG DAE RAH PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

dan 

BUPATI BELITUNG 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 569); 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, 
PROVINS! KEPULAUAN BANG KA BELITUNG : (2.4 /2024) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

;ALA BAGIAN HUK:M, - 

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si 
NIP. 19720607 200003 1 004 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 2 

MZ. HENDRA CAYA 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG, 

Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 8 Januari 2024 

YUSPIAN 

ttd. 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 8 Januari 2024 

Pj BUPATI BELITUNG, 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. 

Pasal3 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, 
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bahwa .... 

Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud antara lain mencakup 

beberapa pengaturan mengenai: 

1. Cakupan pengaturan yang baru mengenai Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, belum mencakup 

Lembaga Adat Desa; 

2. Ketentuan mengenai Jenis LKD; 

3. Ketentuan mengenai Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Lembaga Adat Desa; dan 

4. Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan. 

Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 
14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, 

I. UMUM 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sudah tidak sesuai lagi dan 

bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 

TENT ANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 7 

TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2024 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 89 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

bahwa Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa, diatur dengan Peraturan Bupati. 

Dengan mendasarkan beberapa Pertimbangan tersebut diatas, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, harus dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 


